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bahwa untuk melksnnakan kwtcntuan pasal 317 ayat (l) 
Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 trntan 
Pemerintahan Dacrah scbaaimana tclah diubah bcberapa 
kali terakhir dcngan Undang-Undan Nomor I1 Tahun 2020 
dan pasal 177 Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah, Kcpala Dacrah wab 
mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah (ABDJ 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) untuk 
memperolch persetujuan Bersama; 
bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) yang 
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 
Kcrja Pemerintah Dacrah Tahun 2021 yang dijabarkan kc 
dalam perubahan kcbijakan umum APBD serta perubahan 
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah 
discpakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 
tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2021; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4933); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Sosial clan/ a tau Stabilitas Sis tern Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
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Keuangan Kcpada Partai Politik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran 
Nara Republik Indonesin Nomor 4972) scbagaimana telah 
bwberapn knli diubah terakhir dengnn Peraturan Pcmcrintah 
Nomor I Tahun 2018 (Lembnran Negara Republik Indonesia 
Tahun 01 Nomor 01, 'Tnmbnhnn Lmbaran Ncyara 
Republik Indonesia Nomor 61'7'7); 

2. eratutan Pemerintnl Nomor '71 'Tnhn 010 tentnn Standar 
Akuntnnsi Pemerintnhun (Lcmbarnn Nearn Republik 
Indonesin Tnhun 201( Nomor 123, Tambahan Lwmbaran 
Negara Republik Indoncsin Nomor 5165); 

I. Peraturan Pemerintnh Nomor 18 'Tahun 2017 tcntang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anyota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6057); 

14. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2018 tcntang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendaptan dan · Belanja Negara Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 266) 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

21. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 655); 
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26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
Peraturan Menteri Keunngan Nomor 119 Tahun 2020 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 
Peraturan Menteri Keuungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Dcsa Tahun 
nggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
Dampaknya (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 149) sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 825); 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1687); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 158); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi clan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi clan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 05); 
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

25. 

24. 

23. 
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Knbupntrn Mcnuji 'Tahun 2017-2022 (Lcmbaran Daerah 
Knbuputen Mcuji Tahun 20I7 Nomor 1I); 

A, Pernturnn Dncrnh Kabupaten Mcsuji Nomor 6 Tahun 2020 
tcntnng embcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Knbupntcn Mcsuji (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Mesuji 
Tnhun 2020 Nomor 6); 

5. Peraturun Dacrah Kabupatcn Mesuji Nomor 7 Tahun 2020 
tentan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 
2020 Nomor 7); 

Dcngan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MESUJI 

Dan 

Menetapkam 

BUPATI MESUJI 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal 1 

Dalam peraturan dacrah ini yang dimaksud dengan: 
I. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemcrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri scbagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. epala Daerah adalah Bupati Mesuji. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Perda. 

C>. U rusan Pernerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya 
dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Dipindai dengan CamScanner 



( 

15 

lo. 

21. 

19. 

17. 

20. 

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusnn Pemerintahan yang wnjib 
hselemggarakan oleh semun Daerah, 

o Crusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusnn Pemerintnhnn yang wnjib 
hiselemarakan oleh Daerah seuni dengan potenni yang dimiliki Dnernh. 

0 Penemman Daerah adalah tang vamg mnnuk ke kn Dnernh, 
tI Pengelaran Daerah adalah tang yang kwlunr dnri kn Dnernh 

' Pendapatan Daerah adalah semun hake Dernh yang dinkui swbngni 
pwmambah milai kekavaan berih dnlam periode tahuin nnprat 

rkeman 
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasiknn dnlam APEN kepdn 

Derah umntuk digunakan sesttni dengun kewenangnn Dnerah una 
mendanai kebutuhan Daerah dalm rangkn pelaksannn desentralisasi, 

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dinlokasikan dalam APBN 
kepda Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kcgiatan 
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupukan urusan Dacrah, 
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disinggkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 
Derah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
engurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 
Dana lokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 
Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan 
umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik 
negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak 
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemermtah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 
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I j (11,,,.1,t,t ,,,,r,ln 1111111 yonJ( ,llnrhut 
2' Petaturan Daernh yang wlanjutnvn "' ' 

dengan namn lain nudnlah [eda Kabupatrn 
II 

' '
• k 111 ,1t1,ll11h o letatran Krpala Darrah vnng wlanjuitnyn tdiwbuit 'rritnu 

Peatman IHupati Mrnjf 

Amparan Penlapatan dan elanjn Dae1nh tnhin nnytnn 701 wtln whw nt 

p ·0 470 501 607 Be1tambah rbennt 1Hp1» 5to'71.St whinpn trnjatlH 
&po146 479 17 enan 1imu inn «rhapnf hw+it 
1 Pemdajatan dartnl 

Smula lRpA1 97.501 +07 
b etamlah (tektang) Hp (5.9452'. 1'!) 

hmlah pwmdapatan daetah wtrlh prfubnhnn Hp 60A61 4l 
» pelma Dae1al 

a emula Rp out479.501.607 
h Bertambah/(bekumang) Hp 2.566'77 5I 

.mlah belanja daerah wtlah peubahn Hp 'A(4647+ 17 
3 Pemlavaan daeral 

a Penemmaan pembayaan 
emula Rp 00.000.000.000 

• ertambah/(berkurang) Rp 19,412.802.685 
.umlah penemimaan pembiayuan sctclah perubahan Rp 99412.02.685 

b Peneluaran pembiayaan 
)cmula Rp 1.500.000.000 
2 Bertambah/(berkurang) Rp 900.000.000 
.umlah pengeluaran pembiayaan setclah perubahan Rp 2.400.000.000 

.Jumlah pembiayaan neto setclah perubahan Rp 97.012.802.685 
Sis. lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 

Pasal3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
dari: 

a. Pendapatan asli daerah 
1) semula Rp 50.655.425.331 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.897.316.715 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula Rp 755.618.987.683 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (13.040.211.000) 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp 35.705.088.593 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.802.930.870 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 
sah setclah perubahan 

Pasal 2, bersumber 

Rp 61.552.742.046 

Rp 31.902.157.723 

Rp 742.578. 776.683 

Pasal 4 

(I) Pendapatan asli daerah scbagaimana dimaksud dalam bersumber dari: Pasal 3 huruf a, 
a. Pajak daerah: , 

I) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 
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hmlah pajak daerah setelnh perubnhnn Rp 20,209.800.000 
b Retribusi daerah; 

I)Semuln Rp 0,467,000,000 
) Bertambah/(berkurang) Rp ( 
hmlah retribusi dnernh setclnh perubnhan Rp 6,467.000.000 

. Hasil penelolann keknyann dnernh yun di pisnhknn; 
I) Semla Rp 2,000,000,000 
) Bertambah/(berkran) Rp 1,'780,463 
hlah hasil pengelolann kcknyunn 
daevah setelah perubnhnun Rp 2.001,780.463 

d.Ia lain pendaputan nsli dnernh yung suh; 
I) emula Rp 21,978.,625.331 
) Bertambah/(berkrang) Rp 10.895,536,252 
umlah lain-lain pendaputan asli 

daerah yang sah setelah perubahan Rp 32.874.161.583 

() Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber 
dari: 
a. Transfer pemerintah pusat 

I) semula Rp 704.150.288.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (12.923.998.000) 
Jumlah transfer pemerintah pusat 
setelah perubahan Rp 691.226.290.000 

b. Transfer antar daerah 
1) Semula Rp 51.468.699.683 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (ll6.213.000) 
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 51.352.486.683 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, bersumber dari: 
a. Pendapatan hibah 

1) Sernula Rp 2.472.238.425 
2) Bertarnbah/(berkurang) Rp 0 
Jumlah hibah setelah perubahan Rp 2.472.238.425 

b. Dana darurat 
1) Sernula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jurnlah dana darurat setelah perubahan Rp 0 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan ' 
1) Sernula Rp 33.232.850.168 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.802.930.870) 
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 29.429.919.298 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 

1) Sernula Rp 595.137.256.638 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.246.270.974 
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 615.383.527.612 

b. Belanja modal; 
1) Sernula Rp 139.192.943.112 
2) Bertarnbah/(berkurang) Rp 11.188.706.556 
Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp 150.381.649.668 

c. Belanja tidak terduga; 
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I) Semula Rp 1.000.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000 
Jumlah Belanja tidak terduga setclah perubahan Rp 2.000.000.000 

d. Belanja transfer; 
I) Semula Rp 165.149,301.857 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 132,000.000 
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 165.281.301.,857 

Pasal 6 

(I) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 
a. Belanja pegawai ' 

I) semula Rp 310.233.113.506 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (36.435.058.652) 
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 273.798.054.854 
b. Belanja barang dan jasa 
I) Semula Rp 268.946.078.230 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 51.864.565.626 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 320.810.643.856 
c. Belanja bunga 
1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0 
d. Belanja subsidi 
1) Semula Rp O 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0 
e. Belanja hibah 
l} Semula Rp 13.603.064.902 
2} Bertambah/(berkurang) Rp 4.375.259.000 
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 17. 978.323.902 
f. Belanja bantuan sosial 
1) Semula Rp 2.355.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 429.630.000 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.784.630.000 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah 
1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jumlah belanja tanah setelah perubahan Rp 0 
b. Belanja modal peralatan dan mesin 
1) Semula Rp 34.279.023.350 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.039.601.757 
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 42.318.625.107 
c. Belanja modal bangunan dan gedung 
1) Semula Rp 63.015.857.958 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.859.750.963 
Jumlah belanja modal bangunan 
dan gedung setelah perubahan Rp 65.875.608.921 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
1) Semula Rp 38.795.328.732 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.179.879.665 
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, 
danjaringan setelah perubahan Rp 39.975.208.397 
e. Belanja modal aset tetap lainnya 
1) Semula Rp 3.102.733.072 
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p 2.224.022.24% 

( 
() 

; () 

/ 

') Iettamnbah/(berkun) Hp (760.2'i) 
hlah hwlanj nnnt twtnp llnnyi 
vvlah pet balun 

I Helanjn modal tidnk betwujud 
I)lemln Hp 
) Ietamhnh/(Delran) Hp 
humlah belnjn mudnl tidnk betwujtd netr[ah 
Pebalun 

t.A) Ielanfn tidal tedugn wbnjnfmnn «dimnnuud dnlarn Pal 5 huruf«, terdrat: 
bwlanja tidnk teduu, ynitt 
a 'emla Rp 1000.000.000 
b IHetambah/(brrkurnng) Hp. 1,000.000.000 

hmlah belanjn tidnk ter«duga sctclah pcrubahan Rp 2.09.649.6/ 

(1) Ielana transfer swbnguimnnn dimakud dalarm anal 5 huruf d, terdiri at2. 
• Ielanja bai hail 

I)\emula Rp 2.667.680.000 
) ertmbah/(bcrkurang) Rp 0 
hmlah belanja bagi hail sctclah pcrubahan Rp 2667.620).0/9 
b. elanja bantuan kcuangan. 
I) Semula Rp 162.481.621.857 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 132.000.000 
lumlah bclanja bantuan kcuanan 
setelah perubahan Rp 162.612.621.257 

Pasal 7 

Angaran pcmbiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 
I) Semula Rp 60.000.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 39.412.802.685 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 99.412.802.685 
b. Pcngcluaran pembiayaan. 
I) Semula Rp 1.500.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 900.000.000 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.400.000.000 

Pasal 8 

Rp 99.412.802.685 

0 

0 

Rp 

Rp 

( 1) Pcncrimaan pembiayaan sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdti 
atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula Rp 60.000.000.000 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 39.412.802.685 
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya setelah perubahan 

b. Pencairan dana cadangan 
I) Semula Rp 0 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp O 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp O 
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah perubahan 
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d. Penerimaan pinjamnan daerah 
I) Semula Rp 
)) Bertambah/(berkurang) Rp 
Jumlah penerimann pinjnmnn tdnernh setlnl 
Perubahan 

e. Penerimnan kembnli pemberinn pinjamnn dnernh 
I) Semula Rp ( 
) ertambah/(berkutnn) Rp ( 
lumlah penetimann kembnli pemberinn pinjnman 
daerah setelah perubnhnn Hp 
Peneimuan pembinyann lninnya scsuni dcnnn ketcntuan 
perundang undamgan 
I)Semula Rp 0 
) Bertambah/(berkurang) Rp 0 
hmlah penerimnan pembiayann lainnyn scsuni dcngan kctcntuan 
peraturan perundang-undangun sctclah perubahan Rp 

0 

0 
pcraturan 

0 

0 
() 

t.) Peng;elaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri 
ts.: 

a. Pencairan dana cadangan 
I) Semula Rp 0 
2) Bertambah/(berkurang) Rp O 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0 

b. Penyertaan modal daerah 
1) Scmula Rp. 1.500.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 900.000.000 
Jumlah penyertaan modal daerah setelah 
perubahan Rp 2.400.000.000 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang 
yangjatuh tempo setelah perubahan Rp 0 

d. Pemberian Pinjaman Daerah 
1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah 
perubahan Rp 0 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah perubahan Rp 0 

Pasal 9 

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 
Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar 

biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
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e. erusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 
(3) eperluan mendesnk scbagaimnna dimaksud pada ayat (I) meliputi; 

a. ebutuhnn daerah dnlnm rangkn Pelnyannn Dnsnr masyarakat yang 
anggarannya belum tersedin dalum tnhun nnguran berjalan; 

b. elanja daerah yang bersifnt mengiknt dnn belnnja ynng bcrsifat wajib; 
e. Pengeluaran daerah yang berndn dilunr kendnli Pemerintnh Dacrah dan 

tidak dapat diprediksikan swbelumnya, sertn nmnnnt peraturan perundan­ 
undangan; dan/atat 

d. Pengeluaran daerah lainnyn yang npnbiln ditundn nknn mcnimbulkan 
erugian yang lebih besnr bagi Pemeintnh Duerah danl atau masyarakat. 

Pasnl 10 

U'raian lebih lanjut nggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari: 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Bclanja, dan Pembiayaan; 
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, clan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
clan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 
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1. Lampiran I 

) Lampiran IL 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

2. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII : 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 



Bupati mcnctapkan pcraturan tentany rnjhwan Annan en;tan 
Blanja Darrah chayai landaan oprrasional pwJaa AA) 

Peraturan dacrah ini mulai bcrlu pad tan;l diundaa 
Agar swtiap orang mcnctahuinya, memerintahan prnnap er:tr% 
Bupati dengan pcncmpatannya dalamn Imbaran dacrah. 

f3U/>/l��:HJ,Jf, 

I(" 

\ 
SAPLY TH. 

Diundangkan di Mesuji 
Pada tanggal 04 Oktober 2021 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN M�, 

\ 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 N0MOR:3 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI , 
PROVINSI LAMPUNG : 03/1200/MSJ/2021 
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